Menimbang

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa untuk memastikan pertumbuhan penduduk
berjalan seiring dengan pembangunan manusia dan
keluarga yang  berkualitas dalam  optimalisasi
pelaksanaan Grand Design Pembangunan
Kependudukan di Daerah, perlu Menyusun Peta Jalan
Pembangunan Kependudukan yang memuat penjabaran
strategi dan target terukur serta selaras dengan
dokumen perencanaan pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan, menyatakan bahwa
Pelaksanaan Grand Design Pembangunan
Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi
dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan
mengikutsertakan peran masyarakat;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Pembangunan

Kependudukan Tahun 2025-2029;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang
Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA  JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
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Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah arah
kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan
Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk
mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.

7. Peta Jalan Pembangunan = Kependudukan yang
selanjutnya  disingkat PJPK adalah Peta Jalan
Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara.

8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan
jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,
penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang
menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta
lingkungan penduduk setempat.

10. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan
sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian
kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga,
penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta

penataan administrasi kependudukan.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalan
kependudukan secara terencana, sistematis, dan
berkesinambungan  berdasarkan = strategi dan @ target
pengukuran serta terintegrasi ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan Daerah.



Pasal 3

PJPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

bab I : pendahuluan
bab II : sasaran pembangunan kependudukan
tahun 2025-2029
bab III : rencana aksi tahun 2025-2029
bab IV : penutup
Pasal 4

PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB II
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pengendalian PJPK di daerah dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

(2) Pengendalian PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh tim pengendalian PJPK yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tim Pengendalian PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri dari:

a. perangkat Daerah/instansi vertikal terkait;
b. organisasi profesi; dan
c. unsur koalisi kependudukan di daerah.

(4) Tim Pengendalian PJPK sebagaiman dimaksud pada ayat

(2) bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, monitoring

dan evaluasi.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 6
Segala pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan
Gubernur ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Medan

pada tanggal 10 Februari 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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A UTAMA MADYA
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Diundangkan di Medan
pada tanggal 25 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAP
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 10



